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ABSTRAK 

PENERAPAN PASAL 1967 KUHPERDATA TERHADAP 

PENYELESAIAN SENGKETA TANAH (No.647/Pdt.G/2013/PN.Mdn) 

 

Hardian Maulana Putra 

12.840.0030 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang penyelesaian 

sengketa tanah melalui persidangan dan telah di putus kan oleh hakim.Subjek 

penelitian ini sebanyak dua orang yaitu orang yang menggugat dan orang yang 

tergugat. Analisis data menggunakan deskriptif dan deduktif dengan kajian 

naturalistik sehingga menghasilkan kesimpulan berdasarkan dari data yang 

diperoleh. Metode pengumpulan data dengan mengunakan teknik wawancara, 

observasi dan dokumentasi. Pemeriksaan keabsaahan data menggunakan cara 

chross check, yaitu dengan cara mengecek data hasil wawancara dengan dokumen 

yang ada. Langkah-langkah analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, 

dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian 

sengketa tanah melalui pengadilan negeri medan meliputi tahap (1) pra mediasi, 

(2) tahap mediasi. Dalam penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi, 

pengadilan negeri medan menghadapi berbagai kendalakendala, yaitu: (1) 

ketidakhadiran para pihak yang bersengketa, (2) kelengkapan berkas-berkas dan 

tipologi sengketa tanah, (3) iktikad baik dan perbedaan persepsi. Mengatasi 

berbagai kendala yang muncul, Kantor Pertanahan mengupayakan dengan cara: 

(1) memberikan tawaran kepada salah satu pihak yang hadir, (2) Kantor 

Pertanahan memberikan surat balasan kepada pelapor, (3) mencari win-win 

solution dan memberikan kewenangan tertentu. 

Kata kunci : Penyelesaian Sengketa 
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ABSTRACT 

APPLICATION OF ARTICLE 1967 KUHPERDATA ON 

LAND DISPUTE SETTLEMENT (No.647 / Pdt.G / 2013 / PN.Mdn) 

 

Hardian Maulana Putra 

12.840.0030 

This study aims to describe the settlement of land disputes through trials 

and has been terminated by the judge. The subject of this research were two 

people, namely the person who sued and the person who was the defendant. Data 

analysis uses descriptive and deductive with naturalistic studies so that 

conclusions are based on the data obtained. Methods of data collection using 

interview techniques, observation and documentation. Examination of data 

security using the chross check method, namely by checking the data from 

interviews with existing documents. The steps of data analysis include data 

reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results of the study 

indicate that land dispute resolution through the terrain district court includes 

stages (1) pre-mediation, (2) the mediation stage. In land dispute resolution 

through mediation, the field court faces various constraints, namely: (1) the 

absence of the parties to the dispute, (2) the completeness of the documents and 

the typology of land disputes, (3) good intentions and differences in perceptions. 

Overcoming various obstacles that arise, the Land Office seeks by: (1) giving an 

offer to one of the parties present, (2) the Land Office gives a reply letter to the 

reporter, (3) seeking a win-win solution and providing certain authority. 

Keywords: Dispute Resolution 
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BAB I 

 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Tanah sebagai sumber daya alam yang dikaruniakan Tuhan Yang Maha Esa 

kepada Bangsa Indonesia sebagai kekayaan nasional merupakan sarana dalam 

menyelenggarakan seluruh aktivitas kehidupan rakyat dan mempunyai peranan 

yang penting bagi kelangsungan hidup manusia, dalam hal ini setiap orang pasti 

memerlukan tanah, bukan hanya dalam menjalani hidup dan kehidupannya, untuk 

mati pun manusia masih memerlukan sebidang tanah.1 

Demikian juga dalam rangka kepentingan kenegaraan, terutama dalam 

mendukung kegiatan pembangunan di segala bidang, selalu memerlukan tanah 

sebagai tempat untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan tersebut. 

Keberadaan tanah semakin penting sehubungan dengan makin tingginya 

pertumbuhan penduduk dan pesatnya kegiatan pembangunan yang menyebabkan 

kebutuhan akan tanah juga semakin meningkat, sementara di pihak lain 

persediaan akan tanah relatif sangat terbatas. Ketimpangan antara peningkatan 

kebutuhan manusia akan tanah dengan keterbatasan ketersediaan tanah sering 

menimbulkan benturan kepentingan di tengah-tengah masyarakat. 

Terjadinya benturan kepentingan menyangkut sumber daya tanah 

tersebutlah yang dinamakan masalah pertanahan.2  Masalah pertanahan juga ada 

yang menyebut sengketa atau konflik pertanahan. Secara etimologi, istilah 

                                                          
1K. Wantjik Saleh,Hak Anda Atas Tanah, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1985) hal. 7 
2Jamil Anshari, Mengungkap Permasalahan Pertanahan di Propinsi Sumatera Utara, 

Makalah pada Kuliah Bedah Kasus Hukum pada Fakultas Hukum UNPAB Medan, 27-6-2003, 
hal. 1 
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“masalah” diartikan sebagai sesuatu yang harus diselesaikan, persoalan,3 sedang 

istilah “sengketa” dimaksudkan sebagai sesuatu yang menyebabkan perbedaan 

pendapat, pertengkaran/perbantahan, pertikaian/perselisihan, perkara di 

pengadilan,4 dan “konflik” adalah percekcokan, perselisihan, pertentangan.5  

Terlepas dari perbedaan pendapat mengenai istilah yang digunakan, yang 

dalam penelitian dipakai istilah “sengketa pertanahan”, mencakup pengertian 

adanya suatu persoalan, perselisihan, perbedaan pendapat antara para pihak yang 

berkepentingan menyangkut sumber daya tanah. Namun yang pasti, sengketa 

pertanahan tersebut harus dilakukan pengkajian dan penanganan oleh instansi 

berwenang guna penyelesaiannya secara tuntas. 

Dalam mencari penyelesaian dari sengketa pertanahan tersebut diperlukan 

kebijakan dari pelaksana kekuasaan Negara (Pemerintah) dalam hal pengaturan 

dan pengelolaan di bidang pertanahan terutama dalam hal pemilikan, penguasaan, 

penggunaan dan pemanfaatannya termasuk dalam upaya penyelesaian sengketa 

pertananahan yang timbul. 

Pada prinsipnya setiap sengketa pertanahan dapat diatasi dengan norma dan 

aturan-aturan yang ada, atau dengan kata lain diselesaikan berdasarkan hukum 

yang berlaku. Bahkan terhadap sengketa pertanahan yang menyangkut aspek 

politik, ekonomi, sosial-kultural, dan pertahanan keamanan, tetap disiasati 

penyelesaiannya dengan ketentuan hukum yang ada, sebab semua peraturan yang 

diterbitkan oleh Pemerintah pada dasarnya merupakan resultante dari faktor-faktor 

                                                          
3Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta : 

Balai Pustaka, Edisi Ketiga, 2002), hal. 719. 
4Ibid, hal. 1037 
5Ibid, hal. 587 
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ekonomi, politik, sosial, budaya dan pertahanan keamanan, yang kemudian 

dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. 

Penyelesaian sengketa pertanahan berdasarkan hukum yang berlaku 

tersebut dilandasi oleh konstitusi yang menegaskan bahwa Negara Indonesia 

sebagai suatu negara hukum. Hal ini dengan tegas dinyatakan dalam Pasal 1 ayat 

(3) Undang Undang Dasar (UUD) 1945. Negara hukum pada prinsipnya memiliki 

syarat-syarat esensial, antara lain harus terdapat kondisi-kondisi minimum dari 

suatu sistem hukum dimana hak-hak asasi manusia dan Human Dignity 

dihormati.6 

Untuk langgengnya suatu negara hukum, maka secara formal 

penghormatan terhadap hak-hak azasi manusia ditandai dengan dicantumkannya 

dalam konstitusi. Sedang kekuasaan Pemerintah harus memegang teguh konstitusi 

dan menjalankan segala undang-undang dan peraturan pelaksanaannya. Selain itu 

masyarakat wajib untuk menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan. 

Dengan perkataan lain bahwa makna negara hukum adalah apabila segala 

aktifitas kenegaraan dari lembaga-lembaga negara maupun aktivitas 

kemasyarakatan dari seluruh warga negara didasarkan pada hukum. Didasarkan 

pada hukum maksudnya segala bidang yang menyangkut pengaturan tata 

kehidupan warga negara harus dibingkai oleh hukum. 

Salah satu bidang yang mengatur tentang tata kehidupan warga negara yang 

juga harus tunduk pada hukum adalah bidang pertanahan/keagrariaan. Dalam hal 

ini pertanahan/keagrariaan disebut bidang yang termasuk harus tunduk pada 

hukum karena negara mengatur bidang pertanahan/keagrariaan dalam konstitusi 

                                                          
6Ismail Sunny,Mekanisme Demokrasi Pancasila, (Jakarta : Aksara Baru, 1979), hal. 11 
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yang menjadi aturan dasarnya, yakni tertera dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 

yang menyatakan “bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya 

dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. 

Selanjutnya aturan dasar tersebut dijabarkan dalam peraturan perundang-

undangan (Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-

pokok Agraria atau disebut jugaUndang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dan juga 

dalam peraturan pelaksanaannya) yang merupakan substansi hukum yang disebut 

Hukum Pertanahan/Keagrariaan. 

Oleh karena pengaturan dan pengelolaan terhadap bidang 

pertanahan/keagrariaan ini melalui kehadiran peraturan perundang-undangan yang 

ada,khususnya dalam UUPA, diyakini dapat menyelesaikan masalah/sengketa 

tanah baik yang sudah ada maupun yang akan ada.  

Hal yang lebih penting lagi bahwa semangat UUPA yang mendahulukan 

kepentingan rakyat, yakni dalam pertimbangannya menegaskan bahwa Hukum 

Agraria Nasional harus memberi kemungkinan akan tercapainya fungsi bumi, air 

dan ruang angkasa, sesuai dengan kepentingan rakyat Indonesia dan 

perkembangan zaman serta merupakan perwujudan asas Ketuhanan Yang Maha 

Esa,perikemanusiaan, kebangsaan, kerakyatan dan keadilan sosial.7 

Berdasarkan hal tersebut maka dapat dipahami bahwa UUPA sama sekali 

tidak menyinggung tentang sengketa pertanahan, karena semangat UUPA yang 

mendahulukan kepentingan rakyat dan juga adanya penataan dan pengelolaan 

pertanahan dengan program-program seperti pengaturan mengenai 

penguasaan,penggunaan, peruntukan dan pemanfaatan tanah, pengaturan 

                                                          
7Ny. Arie Sukanti Hutagalung dan Markus Gunawan,Kewenangan Pemerintah di Bidang 

Pertanahan, (Jakarta, PT. RajaGrafindo Persama, 2008), hal. 3. 
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mengenai hubungan-hubungan hukum dan perbuatan-perbuatan hukum antara 

orang dengan bidang-bidang tanah yang ada yang diwujudkan dengan pemberian 

jaminan kepastian hukum melalui kegiatan pendaftaran tanah dan pengaturan 

mengenai rencana umum dalam penatagunaan tanah serta program-program 

lainnya, dinilai sebagai ketentuan hukum yang dapat mencegah sekaligus 

mengatasi masalah sengketa pertanahan di masyarakat. 

Hanya saja dalam kenyataan, yang terjadi jauh dari semangat UUPA, dalam 

hal ini amanat undang-undang yang mengutamakan kepentingan rakyat akhirnya 

harus terkikis dengan kepentingan investasi dan komersial yang 

menguntungkan,segelintir kelompok sehingga kepentingan rakyat banyak yang 

seharusnya memperoleh prioritas utama akhirnya menjadi terabaikan.8 

Demikian juga dengan segala ketentuan dan program-program yang 

ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan tersebut tidak dapat dijalankan 

secara konsekwen atau bahkan dilanggar sedemikian rupa sehingga terjadi 

suasana yang tidak tertata dan teratur dalam penguasaan dan penggunaan tanah 

serta belum tercipta kepastian hukum atas pemilikan tanah sehingga akhirnya 

menjadi sengketa Pertanahan. 

Program pengaturan penguasaan, penggunaan, peruntukan dan pemanfaatan 

tanah atau yang lebih dikenal dengan program landreform dalam sejarah 

pelaksanaannya dan politiknya mengalami pasang surut dan hanya berjalan pada 

awal-awal berlakunya UUPA yakni pada zaman Pemerintahan Presiden 

Soekarno,setelah tahun 1966 hingga tahun berikutnya seolah olah Pemerintah dan 

                                                          
8 ibid 
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masyarakat alergi membicarakan landreform9,bahkan hingga saat ini program 

tersebut seperti sulit dilaksanakan secara paripurna. 

Begitu juga dengan program pengaturan hubungan-hubungan hukum dan 

perbuatan-perbuatan hukum antara orang dengan bidang-bidang tanah yang 

diwujudkan dengan pemberian jaminan kepastian hukum melalui kegiatan 

pendaftaran tanah atau saat ini dikenal dengan legalisasi aset, hingga tahun 2006 

baru,sekitar 30% dari 85 juta bidang tanah yang terdaftar,10sehingga 

banyakmasalah/sengketa pertanahan yang timbul akibat pemerintah belum 

dapatmelaksanakan pendaftaran untuk seluruh bidang tanah yang ada di Indonesia 

sesuaidengan yang diinstruksikan dalam Pasal 19 UUPA dan Peraturan 

Pemerintah Nomor10 tahun 1961 yang direvisi dengan Nomor 24 tahun 1997. 

Sedangkan program pengaturan rencana umum dalam penatagunaan tanah, 

baru pada tahun 1993 diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1993 

tentang Penatagunaan Tanah, dan substansinya merupakan bagian dari Penataan 

Ruang sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 24 tahun 1992 jo. No. 

26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang. 

Oleh karena ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang 

keagrariaan tersebut tidak dapat dilaksanakan, maka timbullah sengketa 

pertanahan, sebab pada asasnya hukum itu sendiri berfungsi sebagai perlindungan 

kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus 

dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi 

dapat juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar 

                                                          
9AP Parlindungan, Landreform di Indonesia Suatu Studi Perbandingan, (Bandung : Mandar 

Maju, 1991), hal. 7 
10Pidato Joyo Winoto, Kepala Badan Pertanahan Nasional pada pembukaan Symposium 

dan Sarasehan Nasional di Hotel Tiara Medan, tanggal 13 Nopember 2006 
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itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi 

kenyataan.11 

Dalam konteks keagrariaan, tatanan Hukum Agraria yang ada selain tidak 

dilaksanakan dan ditegakkan dalam kenyataan kehidupan kenegaraan dan 

kemasyarakatan, juga kadang-kadang tampak bahwa praktek-praktek politik yang 

berlaku dengan seenaknya menginjak-injak konstitusi yang ada.12 

Kondisi tidak ditegakkannya kaedah Hukum Agraria secara seksama dapat 

dilihat misalnya sekelompok rakyat telah berani mengklaim hak orang lain 

menjadi haknya atau memperoleh tanah yang kadang-kadang tanpa dasar hukum 

(alas hak) atau tanpa prosedur hukum atau telah terjadi penyerobotan tanah, 

pematokan lahan yang tidak berdasar hukum demi keinginan memperoleh tanah.13 

Selain itu banyak sengketa pertanahan yang timbul diselesaikan secara 

hukum melalui lembaga peradilan, karena masing-masing pihak merasa punya 

dasar hukum dalam penguasaan atas tanah, sehingga harus hadir pihak ketiga 

yang menguji kekuatan bukti haknya.  

Penyelesaian sengketa pertanahan melalui lembaga peradilan 

tersebutberdasarkan Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan 

Kehakiman sebagai perubahan dari Undang Undang Nomor 4 tahun 2004 

dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di 

bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, 

lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara dan oleh 

                                                          
11Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, (Yogyakarta : Liberty, 1995), 

hal. 140 
12Alfian,Pemikiaran dan Perubahan Politik Indonesia, (Jakarta : Gramedia,1978), hal. 249 
13Muhammad Yamin, Beberapa Dimensi Filosofis Hukum Agraria(Medan : Pustaka 

Bangsa Press, 2003), hal. 1-2 
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sebuah mahkamah konstitusi yang merupakan kekuasaan yang merdeka untuk 

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. 

1.2 Identifikasi Masalah 

 

Secara umum permasalahan dalam penelitian ini adalah tentang penerapan 

pasal 1967 terhadap penyelesaian sengketa pertanahaan, maka berdasarkan latar 

belakang dapat diindefikasikan masalah sebagai berikut: 

1. Lepasnya hak seseorang untuk mengusai tanah 

2. Pembuktian dan daluarsa menurut Kitab Undang-Undang hukum Perdata   

1.3 Pembatasan Masalah 

 

Disebabkan keterbatasaan waktu,dan proses yang panjang dalam hal ini 

penelitian dilakukan hanya tentang proses penyelesaian perselisihan hubungan 

indsutrial melalui pengadilan hubungan industrial dan dasar pertimbangan hakim 

dalam memutus perkara sengketa pertanahaan dalam putusan No 

647/Pdt.G/2013/PN.Mdn. 

 

Agar penelitian ini lebih terarah, maka perlu adanya batasan penelitian. 

Adapun batasan tersebut adalah : 

1. Penelitian ini dilakukan berdasarkan Putusan Pengadilan Tentang Nomor 

647/Pdt.G/2013/PN.Mdn.  

2. Penelitian ini berfokus ingin melihat efesiensi Kitab Undang Hukum Perdata 

Pasal 1967 KUH Perdata terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 

647/Pdt.G/2013/PN.Mdn. 

1.4 Perumusan Masalah 

 

Dari  latar  belakang  di  atas,  maka  rumusan  masalahnya  adalah sebagai 

berikut : 
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9 
 

1. Bagaimana Lepasnya Hak seseorang untuk mengusai tanah ? 

2. Bagaimana dasar pembuktian hukum daluarsa ? 

 

 

1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

 

a. Tujuan  

Berdasarkan uraian yang terdapat pada rumusan di atas maka yang 

menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi peningkatan dan perkembangan 

penegakan hukum tentang masalah sengketa pertnahan. 

2. Untuk mengetahui bagaimana efesiensi KUHPerdata pasal 1967 KUH Perdata 

terhadap Sengketa pertanahan 

3. Guna mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis, sekaligus untuk 

mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang sudah diperoleh. 

b. Manfaat 

 

1) Bagi Fakultas Hukum Universitas Medan Area, hasil penelitian  ini  dapat  

digunakan sebagai bahan referensi dan perbendaharaan  perpustakaan yang  

diharapkan  berguna  bagi mahasiswa  dan  mereka  yang  ingin  mengetahui  dan  

meneliti lebih lanjut tentang masalah ini. 

2) Penulisan proposal ini diharapkan dapat memberikan informasi dalam  

perkembangan ilmu hukum yang  berkaitan  dengan masalah yang dibahas dalam 

skripsi dan penelitian ini. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

1.1 Urain Teori 

 

Pengertian daluarsa menurut KUH Perdata 
 

a) Pengertian Daluwarsa 

 

Pembuktian dan Daluarsa merupakan salah satu contoh yang sering terjadi 

didalam kehidupan manusia sehari-hari, dalam bernegara bahkan Dunia. Didalam 

makalah ini terdapat penjelasan-penjelasan mengenai pengertian Pembuktian dan 

Daluarsa, serta apasaja yang termasuk dan berhubungan dengan Pembuktian dan 

Daluarsa. 

Pada praktiknya atau pada hukum formilnya Daluwarsa memiliki 

pengaruh yang besar dalam membantu Hakim untuk memutuskan masalah atau 

perkara. Meskipun kendati Daluwarsa ini lebih di bahas secara spesifik di hukum 

materilnya, terutama di kitab undang-undang hukum perdata (BW). Dalam hal ini, 

terdapat berbagai macam pula hukum acara yang dianut oleh negara kita. Di 

antaranya adalah Hukum Acara Perdata, Hukum Acara Pidana, dan Hukum Acara 

Tata Usaha Negara.Dengan adanya beberapa jenis hukum acara yang berbeda-

beda tersebut tentu Daluwarsa mempunyai spesifikasi dan karakteristik tersendiri 

dalam bidang hukum masing-masing. Daluwarsa, Subyek HukumDaluwarsa, 

Pengaturan Daluwarsa di Dalam BW.Manakala Daluwarsa dihubungkan dengan 

Hukum perdata, para pakar hukum memandangnya sebagai suatu hal yang perlu 

adanya penelusuran lebih lanjut.  

Daluwarsa ialah suatu sarana hukum untuk memperoleh sesuatu atau suatu 

alasan untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya waktu tertentu dan 
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dengan terpenuhinya syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang. 

Seseorang tidak boleh melepaskan daluwarsa sebelum tiba waktunya tetapi boleh 

melepaskan suatu daluwarsa yang telah diperolehnya. 

Selain alasan untuk kepastian hukum, prinsip lewatnya waktu ini, juga 

didasarkan pada faktor kesulitan dalam hal untuk mengungkap kasus perkara. 

Mengajukan tuntutan pidana pada dasarnya adalah berupa pekerjaan mengungkap 

suatu peristiwa sebagaimana kejadian senyatanya (Materiele Waarheid) pada 

waktu kejadian yang sudah berlalu. .Pengungkapan peristiwa itu memerlukan 

bukti-bukti yang ditentukan dan diatur menurut ketentuan Undang-undang, baik 

mengenai macam-macamnya maupun cara dan sistem penggunaannya. Semakin 

lama lewatnya waktu akan semakin sulit untuk memperoleh alat-alat bukti 

tersebut. Semakin lama ingatan seorang saksi akan semakin berkurang bahkan 

lenyap atau lupa tentang suatu kejadian yang dilihatnya atau dialaminya. 

Demikian juga benda-benda bukti, dengan waktu yang lama akan menyebabkan 

benda itu menjadi musnahatau hilang dan tidak ada lagi. Dengan berlalunya waktu 

yang lama memperkecil keberhasilan bahkan dapat. Menyebabkan kegagalan dari 

suatu pekerjaan penuntutan. 

Daluwarsa ialah suatu sarana hukum untuk memperoleh sesuatu atau suatu 

alasan untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya waktu tertentu dan 

dengan terpenuhinya syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang. 

Seseorang tidak boleh melepaskan daluwarsa sebelum tiba waktunya, tetapi boleh 

melepaskan suatu daluwarsa yang telah diperolehnya. Pelepasan daluwarsa dapat 

dilakukan secara tegas atau secara diam-diam. Pelepasan secara diam-diam 
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disimpulkan dari suatu perbuatan yang menimbulkan dugaan bahwa seseorang tak 

hendak menggunakan suatu hak yang telah diperolehnya.1 

Barangsiapa tidak diperbolehkan memindahtangankan sesuatu juga tidak 

boleh melepaskan daluwarsa yang diperolehnya. Hakim, karena jabatannya tidak 

boleh mempergunakan daluwarsa. Pada setiap tingkat pemeriksaan perkara, dapat 

diajukan adanya daluwarsa, bahkan pada tingkat banding pun. Kreditur atau orang 

lain yang berkepentingan dapat melawan pelepasan daluwarsa yang dilakukan 

oleh debitur yang secara curang bermaksud mengurangi hak kreditur atau orang 

yang lain tersebut. Seseorang tidak dapat menggunakan daluwarsa untuk 

memperoleh hak milik atas barang-barang yang tidak beredar dalam perdagangan. 

Pemerintah yang mewakili negara, kepala pemerintahan daerah yang bertindak 

dalam jabatannya, dan lembaga-lembaga umum tunduk pada daluwarsa sama 

seperti orang perseorangan, dan dapat menggunakannya dengan cara yang sama. 

Untuk memperoleh hak milik atas sesuatu dengan upaya daluwarsa, 

seseorang harus bertindak sebagai pemilik sesuatu itu dengan menguasainya 

secara terus-menerus dan tidak terputus-putus, secara terbuka di hadapan umum 

dan secara tegas. Perbuatan memaksa, perbuatan sewenang-wenang, atau 

perbuatan membiarkan begitu saja tidaklah menimbulkan suatu bezit yang dapat 

membuahkan daluwarsa.  

Seseorang yang sekarang menguasai suatu barang, yang membuktikan 

bahwa ia menguasai sejak dulu, dianggap juga telah menguasainya selama selang 

waktu antara dulu dan sekarang, tanpa mengurangi pembuktian hal yang 

sebaliknya. Untuk memenuhi waktu yang diperlukan untuk daluwarsa, dapatlah 

                                                          
1A. Pitlo, Pembuktian dan Daluwarsa, PT Intermasa, Jakarta, 1986, hlm, 162 
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seseorang menambah waktu selama ia berkuasa dengan waktu selama 

berkuasanya orang yang lebih dahulu berkuasa dari siapa ia telah memperoleh 

barangnya, tak peduli bagaimana ia menggantikan orang itu, baik dengan alas hak 

umum maupun dengan alas hak khusus, baik dengan cuma-cuma maupun atas 

beban. 

Orang yang menguasai suatu barang untuk orang lain, begitu pula ahli 

warisnya, sekali-kali tidak dapat memperoleh sesuatu dengan jalan daluwarsa, 

berapa lama pun waktu yang telah lewat. Demikian pula seorang penyewa, 

seorang penyimpan, seorang penikmat hasil, dan semua orang lain yang 

memegang suatu barang berdasarkan suatu persetujuan dengan pemiliknya tak 

dapat memperoleh barang itu. Mereka dapat memperoleh hak milik dengan jalan 

daluwarsa, jika alas hak bezit mereka telah berganti, baik karena suatu sebab yang 

berasal dari pihak ketiga maupun karena pembantahan yang mereka lakukan 

terhadap hak milik. Mereka yang telah menerima suatu barang yang diserahkan 

dengan alas hak yang dapat memindahkan hak milik oleh penyewa, penyimpan, 

dan orang-orang lain yang menguasai barang itu berdasarkan suatu persetujuan 

dengan pemiliknya dapat memperoleh barang tersebut dengan jalan daluwarsa. 

Daluwarsa dihitung menurut hari, bukan menurut jam. Daluwarsa itu diperoleh 

bila hari terakhir dari jangka waktu yang diperlukan telah lewat. 

Seseorang yang dengan itikad baik memperoleh suatu barang tak bergerak, 

suatu bunga, atau suatu piutang lain yang tidak harus dibayar atas tunjuk dengan 

suatu bezit selama duapuluh tahun, memperoleh hak milik atasnya dengan jalan 

daluwarsa.2Seseorang yang dengan itikad baik menguasai sesuatu selama tiga 

                                                          
2Ibid, hlm. 165 
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puluh tahun memperoleh hak milik tanpa dapat dipaksa untuk menunjukkan alas 

haknya. Suatu tanda alas hak yang batal karena suatu cacat dalam bentuknya tidak 

dapat digunakan sebagai dasar suatu daluwarsa selama duapuluh tahun. Itikad 

baik harusselalu dianggap ada dan barangsiapa mengajukan tuntutan atas dasar 

itikad buruk wajib membuktikannya. Cukuplah bila pada waktu memperoleh 

sesuatu itu itikad baik itu sudah ada. 

Sebagaimana telah diterangkan dalam bagian tentang hukum perbendaan, 

seorang bezitter yang jujur atas suatu benda yang tak bergerak (dengan nama 

dipersamakan benda yang tertulis atas nama) lama kelamaan dapat memperoleh 

hak milik atas benda tersebut. Apabila ia dapat menunjukkan suatu titel yang sah, 

maka dengan lewatnya waktu dua puluh tahun lamanya sejak ia mulai menguasai 

benda tersebut, ia menjadi pemilik yang sah dari benda tersebut. Misalnya, 

seorang yang membeli sebidang tanah eigendom secara jujur dari seorang yang 

sebenarnya tidak berhak untuk menjualnya. Setelah lewat dua puluh tahun jika 

selama itu tak pernah ada suatu pihak yang membantah haknya akan menjadi 

pemilik yang sah juga atas tanah itu. Sebelum waktu dua puluh tahun itu lewat, 

oleh Undang-Undang ia hanya dianggap sebagai seorang bezitter yang jujur saja, 

jika ia memang sungguh-sungguh mengira bahwa ia memperoleh hak milik itu 

dari seorang yang berhak memindahkan hak milik tersebut. 

Dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, malahan bezitter yang jujur 

tersebut tidak diharuskan mempertunjukkan sesuatu titel lagi, artinya ia dapat 

menolak tiap tuntutan dengan hanya menunjukkan bezitnya selama tiga puluh 

tahun berturut-turut, dengan tidak pernah mendapat gangguan, dan ia akan 

dianggap telah memperoleh hak milik yang sah juga.  
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Teranglah, bahwa segala apa yang diterangkan diatas ini, tidak berlaku 

bagi barang yang bergerak, karena terhadap barang yang bergerak ini berlaku 

pasal 1977 BW yang menetapkan, bahwa “bezit berlaku sebagai suatu yang 

sempurna, dengan itu dimaksudkan bahwa siapa saja yang dengan jujur titel 

memperoleh suatu barang bergerak dari seorang bezitter seketika itu juga 

memperoleh hak milik atas barang itu”3 

Selain apa yang diterangkan diatas, yaitu lewat waktu sebagai cara untuk 

memperoleh hak milik atas suatu benda ( acquisitieve verjaring ) ada suatu akibat 

dari lewatnya waktu, yaitu seorang dapat dibebaskan dari suatu penagihan atau 

tuntutan hokum ( extinctive verjaring ).Oleh Undang-Undang ditetapkan, bahwa 

dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, setiap orang dibebaskan dari semua 

penagihan atau tuntutan hukum. Ini berarti bila seseorang di gugat untuk 

membayar suatu hutang yang sudah lebih dari tiga puluh tahun lamanya, ia dapat 

menolak gugatan itu dengan hanya mengajukan bahwa ia selama tiga puluh tahun 

belum pernah menerima tuntutan atau gugatan itu. Dengan begitu, seorang 

bezitter yang tidak jujur juga dapat membela dirinya terhadap suatu tuntutan 

hukum dengan mengajukan lewatnya waktu selama tiga puluh tahun itu, 

meskipun sudah terang ia tidak akan menjadi pemilik benda yang menjaadi 

perselisihan itu karena ia tidak jujur. Dan karena ia sendiri tidak dapat menjadi 

pemilik dari benda tersebut, teranglah ia tidak akan berhak untuk memindahkan 

benda itu secara sah pada orang lain. 

Di samping pembebasan secara umum dari semua penagihan atau tuntutan 

setelah lewat waktu tiga puluh tahun tersebut diatas oleh Undang-Undang 

                                                          
3R. Subekti dan  R.  Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Balai Pustaka, 

Jakarta, 2014, hlm, 495 
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ditetapkan secara khusus bahwa beberapa macam penagihan sudah hapus dengan 

lewatnya waktu yang pendek. Yang dimaksudkan disini, ialah berbagai macam 

penagihan yang biasanya dalam waktu yang singkat sudah dimintakan 

pembayaran. Misalnya rekening dokter atau rekening toko. Rekening dokter harus 

ditagih dalam waktu paling lama dua tahun. Rekening toko mengenai penjualan 

barang-barang untuk keperluan orang sehari-hari, harus ditagihkan paling lambat 

lima tahun.  

Dari daluwarsa atau verjaring yang diterangkan diatas, harus di 

perbedakan “pelepasan hak“ atau “rechtsverwerking,“ yaitu hilangnya sesuatu 

hak bukan karena lewatnya waktu, tetapi karena sikap atau tindakan seorang yang 

menunjukkan bahwa ia sudah tidak akan mempergunakan sesuatu hak. Misalnya 

seorang memebeli suatu barang yang ternyata mengandung suatu cacad yang 

tersembunyi. Jika ia tidak mengembalikan barang itu, tetapi terus dipakainya, 

maka ia kehilangan haknya untuk menuntut ganti rugi dari si penjual barang.4 

Ada kalanya Undang-Undang memberikan hak hanya untuk suatu waktu 

tertentu. jangka waktu seperti itu dinamakan “decheance“ atau “vervaltermijn“. 

Misalnya, hak reklame diberikanuntuk waktu tiga puluh hari setelah penyerahan 

barangnya ( Pasal 1145 BW ). Perbedaannya dengan “verjaring“ atau daluwarsa, 

bahwa “decheance“ pasti dan tidak dapat di cegah. Lagipula daluwarsa itu harus 

di kemukakan oleh salah satu pihak, sedangkan decheance harus diindahkan oleh 

hakim meskipun tidak diminta. 

b) Macam-macam daluwarsa 

                                                          
4R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Politeia, Sukabumi, 1988 
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Menurut pasal 1946 daluwarsa adalah suatu upaya untuk memeperoleh 

suatu hak atau untuk membebaskan dari suatu kewajiban dalam suatu perikatan 

karena suatu waktu tertentu yang ditentukan UU. 

Ada 2 macam daluwarsa (Verjaring) 

1. Daluwarsa Memperoleh (Acquisitieve Verjaring) 

Daluwarsa Memperoleh (Acquisitieve Verjaring) adalah lewat waktu 

sebagai cara memperoleh hak milik atas suatu benda. Syarat adanya daluwarsa ini 

harus ada itikad baik dari pihak yang menguasai benda tersebut. Seperti dalam 

Pasal 1963 KUH Perdata: 

“ Siapa yang dengan itikad baik, dan berdasarkan suatu alas hak yang sah, 

memperoleh suatu benda tak bergerak, suatu bunga, atau suatu piutang lain yang 

tidak harus dibayar atas tunjuk, memperoleh hak milik atasnya dengan jalan 

daluarsa , dengan suatu penguasaan selama dua puluh tahun “. 

“ Siapa yang dengan itikad baik menguasainya selama tiga puluh tahun, 

memperoleh hak milik dengan tidak dapat dipaksa untuk mempertunjukkan alas 

haknya”. 

Seorang bezitter yang jujur atas suatu benda ynag tidak bergerak lama 

kelamaan dapat memperoleh hak milik atas benda tersebut. Dan apabila ia bisa 

menunjukkan suatu title yang sah, maka dengan daluarsa dua puluh tahun sejak 

mulai menguasai benda tersebut. 

2. Daluwarsa membebaskan (Extinctieve Verjaring) 

Daluwarsa membebaskan (Extinctieve verjaring) adalah seseorang dapat 

dibebaskan dari suatu penagihan atau tuntutan hukum. Oleh Undang-Undang 

ditetapkan, bahwa dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, setiap orang 
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dibebaskan dari semua penagihan atau tuntutan hukum. Ini berarti, bila seseorang 

digugat untuk mebayar suatu hutang yang sudah lebih dari tiga puluh tahun 

lamanya, ia dapat menolak gugatan itu dengan hanya mengajukan bahwa ia 

selama tiga puluh tahun belum pernah menerima tuntutan atau gugatan itu. 

Pelepasan lewat waktu seperti apa yang dijelaskan dalam pasal 1948 

KUHPerdata yaitu pelepasan lewat waktu dapat dilakukan secara tegas atau secara 

diam-diam. Pelepasan secara diam-diam disimpulkan dari suatu perbuatan yang 

menimbulkan dugaan bahwa seseorang tidak hendak menggunakan suatu hak 

yang telah diperolehnya. 

  Pelepasan daluwarsa dibagi menjadi 2 yaitu : 

1. Dilakukan secara tegas 

Seseorang yang melakukan perikatan tidak diperkenankan melepaskan 

daluwarsa sebelum waktunya, namun apabila ia telah memenuhi syarat-syarat 

yang ditentukan dan waktu yang telah ditentukan pula, maka ia berhak 

melepaskan daluwarsanya. 

2. Dilakukan secara diam-diam 

Pelepasan yang dilakukan secara diam-diam ini terjadi karena si pemegang 

daluarsa tidak ingin mempergunakan haknya dalam sebuah perikatan. Apabila kita 

dalam perikatan jual beli tidak diperkenankan memindah tangankan barang 

kepada orang lain, maka secara otomatis daluwarsa tidak dapat kita lepaskan, 

karena sudah ada persyaratan untuk melepaskan serta waktu yang sudah 

ditetapkan oleh kedua belah pihak. 
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i. Pendaftaran tanah di Indonesia 

a) Dasar Hukum Pendaftaran Tanah 

Dasar hukum pendaftaran tanah tercantum dalam Pasal 19 Undang-

Undang Pokok Agraria (UUPA). Inti dari ketentuan tersebut menentukan bahwa 

pemerintah berkewajiban untuk mengatur dan menyelenggarakan pendaftaran 

tanah yang bersifat rechtskadaster di seluruh wilayah Indonesia yang diatur 

pelaksanaannya dengan Peraturan Pemerintah. Untuk melaksanakan Pasal 19 ayat 

(1) Undang-Undang Pokok Agraria tersebut maka oleh Pemerintah dikeluarkan 

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 yang kemudian disempurnakan 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.  

Penyelenggaraan pendaftaran tanah tersebut diatur dalam Pasal 19 ayat (2) 

UUPA meliputi :  

a. Pengukuran, penetapan, dan pembukuan tanah  

b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan pearalihan hak-hak tersebut  

c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian 

yang kuat. 

 Sesuai dengan tujuan pendaftaran tanah yaitu akan memberikan kepastian 

hukum maka pemerintah juga diwajibkan bagi pemegang hak yang bersangkutan 

untuk mendaftarkan setiap ada peralihan, hapus dan pembebanan hak-hak atas 

tanah seperti yang diatur dalam Pasal 21 ayat (2), Pasal 32 ayat (2) dan Pasal 38 

ayat (2) Undang-Undang Pokok Agraria.  
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b) Pengertian Pendaftaran Tanah 

Pendaftaran tanah berasal dari kata Cadaster atau dalam bahasa belanda 

merupakan suatu istilah teknis untuk suatu record (rekaman) yang menerapkan 

mengenai luas, nilai dan kepemilikan terhadap suatu bidang tanah.5 

Menurut Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 disebutkan 

bahwa : “Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh 

pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan, dan teratur meliputi 

pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data 

fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang 

tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian sertipikat sebagai surat 

tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak 

milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya”.6 

Boedi Harsono merumuskan pengertian pendaftaran tanah sebagai suatu 

rangkaian kegiatan yang dilakukan secara teratur dan terus menerus untuk 

mengumpulkan, mengolah, menyimpan dan menyajikan data tertentu mengenai 

bidang-bidang atau tanah-tanah tertentu yang ada di suatu wilayah tertentu dengan 

tujuan tertentu.7 

Kegiatan pendaftaran tanah adalah kewajiban yang harus dilaksanakan 

oleh pemerintah secara terus menerus dalam rangka menginventarisasikan data-

data berkenaan dengan hak-hak atas tanah menurut undang-undang pokok agraria 

dan peraturan Pemerintah, sedangkan pendaftaran hak atas tanah merupakan 

                                                          
5AP. Parlindungan, Pendaftaran Tanah Tanah dan Konfersi hak milik atas tanah menurut 

UUPA, (Bandung, Alumni, 1988), hal 2. 
6Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan 
Pelaksanaannya, ( Jakarta; Djambatan, 2005), hal 474. 
7Hasan Wargakusumah, Hukum Agraria I, (Jakarta; PT. Gramedia Pustaka Utama, 1995), 

hal 80. 
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kewajiban yang harus dilaksanakan oleh si pemegang hak atas tanah yang 

bersangkutan dan dilaksanakan secara terus menerus setiap ada peralihan hak-hak 

atas tanah tersebut menurut undang-undang pokok agraria dan peraturan 

pemerintah guna mendapatkan sertifikat tanda bukti tanah yang kuat.8 

c) Tujuan Pendaftaran Tanah 

Tujuan diselenggarakannya pendaftaran tanah pada hakekatnya sudah 

ditetapkan dalam Pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria yaitu bahwa 

pendaftaran tanah merupakan tugas pemerintah yang diselenggarakan dalam 

rangka menjamin kepastian hukum di bidang pertanahan (rechts cadaster atau  

legal cadaster). Selain rechtskadaster, dikenal juga pendaftaran tanah untuk 

keperluan penetapan klasifikasi dan besarnya pajak (fiscal cadaster).  

Dibawah ini dikutip selengkapnya Ketentuan Pasal 19 Undang-Undang 

Pokok Agraria yaitu :  

1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan 

pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-

ketentuan yang diatur dengan peraturan pemerintah.  

2) Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) Pasal ini meliputi :  

a. Pengukuran, pemetaan dan pembukuan tanah,  

b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut.  

c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai  

alat pembuktian yang kuat.  

Adapun kepastian hukum dimaksud adalah meliputi:9 

                                                          
8Bachtiar Effendie, Pendaftaran Tanah Di Indonesia Dan Peraturan Pelaksanaannya, 

(Bandung; Alumni, 1993), hal 15. 
9Ibid hal 20-21 
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a. Kepastian mengenai orang/badan hukum yang menjadi pemegang hak 

atas tanah tersebut. Kepastian berkenaan dengan siapakah pemegang hak atas 

tanah itu disebut dengan kepastian mengenai subyek hak atas tanah.  

b. Kepastian mengenai letak tanah, batas-batas tanah, panjang dan lebar 

tanah. Kepastian berkenaan dengan letak, batas-batas dan panjang serta lebar 

tanah itu disebut dengan kepastian mengenai obyek hak atas tanah.  

Tujuan pendaftaran tanah menurut Boedi Harsono adalah agar  

kegiatan pendaftaran itu dapat diciptakan suatu keadaan, dimana : 

a.Orang-orang dan badan-badan hukum yang mempunyai tanah dengan 

mudah dapat membuktikan, bahwa merekalah yang berhak atas tanah itu, hak apa 

yang dipunyai dan tanah manakah yang dihaki. Tujuan ini dicapai dengan 

memberikan surat tanda bukti hak kepada pemegang hak yang bersangkutan.  

b.Siapapun yang memerlukan dapat dengan mudah memperoleh 

keterangan yang dapat dipercaya mengenai tanah-tanah yang terletak di wilayah 

pendaftaran yang bersangkutan (baik calon pembeli atau calon kreditor) yang 

ingin memperoleh kepastian, apakah keterangan yang diberikan kepadanya oleh 

calon penjual atau debitor itu benar. Tujuan ini dicapai dengan memberikan sifat 

terbuka bagi umum pada data yang disimpan.  

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 bahwa 

pendaftaran tanah bertujuan :  

a.Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada 

pemegang hak atas suatu bidang tanah dan hak-hak lain yang terdaftar agar 

dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang 

bersangkutan. Untuk itu kepada pemegang haknya diberikan sertifikat sebagai 

UNIVERSITAS MEDAN AREAUNIVERSITAS MEDAN AREA



23 
 

surat tanda bukti hak (Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 

1997).  

b.Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan 

termasuk pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan 

dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah yang 

terdaftar. Untuk melaksanakan fungsi informal tersebut, data fisik dan data yuridis 

dari bidang tanah dan satuan rumah susun yang sudah terdaftar terbuka untuk 

umum. Karena terbuka untuk umum maka daftar dan peta-peta tersebut disebut 

daftar umum (Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997).  

c.Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan. Untuk mencapai 

tertib administrasi tersebut sebidang tanah dan satuan rumah susun termasuk 

peralihan, pembebanan dan hapusnya wajib didaftarkan (Pasal 4 ayat (2) peraturan 

pemerintah nomor 24 tahun 1997).  

d) Asas Pendaftaran Tanah 

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 

disebutkan bahwa pendaftaran tanah dilaksanakan berdasarkan 5 (lima) asas yaitu:  

a. Asas Sederhana  

Asas sederhana dalam pendaftaran tanah dimaksudkan agar ketentuan-

ketentuan pokoknya maupun prosedurnya dengan mudah dapat dipahami oleh 

pihak-pihak yang berkepentingan, terutama para pemegang hak atas tanah.  

b. Asas Aman  

Azas aman dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa pendaftaran tanah 

perlu diselenggarakan secara teliti dan cermat sehingga hasilnya dapat 

memberikan jaminan kepastian hukum sesuai tujuan pendaftaran tanah itu sendiri.  
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c. Asas Terjangkau  

Asas terjangkau dimaksudkan agar pihak-pihak yang memerlukan, 

khususnya dengan memperhatikan kebutuhan dan kemampuan golongan ekonomi 

lemah. Pelayanan yang diberikan dalam rangks penyelenggaraan pendaftaran 

tanah harus bisa terjangkau oleh pihak yang memerlukan.  

d. Asas Mutakhir  

Asas mutakhir dimaksudkan kelengkapan yang memadai dalam 

pelaksanaannya dan berkesinambungan dalam pemeliharaan datanya. Data yang 

tersedia harus menunjukkan keadaan yang mutakhir. Untuk itu perlu diikuti 

kewajiban mendaftar dan pencatatan perubahan-perubahan yang terjadi 

dikemudian hari.  

e. Asas Terbuka  

Dengan berlakunya asas terbuka maka data yang tersimpan di kantor 

pertanahan harus selalu sesuai dengan keadaan nyata lapangan dan masyarakat 

dapat memperoleh keterangan mengenai data yang benar setiap saat.  

e) Sistem Registrasi Dalam Pendaftaran Tanah 

Pada dasarnya dalam sistem pendaftaran tanah mempermasalahkan 

mengenai apa yang didaftar, bentuk penyimpanan dan penyampaian data 

yuridisnya serta bentuk tanda bukti haknya. Oleh karena itu ada 2 (dua) macam 

sistem pendaftaran tanah yang lazim diselenggarakan yaitu sistem pendaftaran 

akta (registration of deeds)dan sistem pendaftaran hak (registration of titles)9. 

Untuk ringkasnya kedua sistem pendaftaran tanah tersebut dapat diuraikan 

sebagai berikut :  

a.Sistem pendaftaran akta (registration of deeds).  
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Dalam sistem pendaftaran akta, akta-akta itulah yang didaftar oleh pejabat 

pendaftaran tanah (PPT). Pejabat pendaftaran tanah bersifat pasif. Ia tidak 

melakukan pengujian kebenaran data yang disebut dalam akta yang didaftar. Tiap 

kali terjadi perubahan wajib dibuatkan akta sebagai buktinya. Maka dalam sistem 

ini, data yuridis yang diperlukan harus dicari dalam akta-akta yang bersangkutan. 

Cacat hukum dalam suatu akta bisa mengakibatkan tidak sahnya perbuatan hukum 

yang dibuktikan dengan akta yang dibuat kemudian. Untuk memperoleh data 

yuridis harus dilakukan dengan apa yang disebut “title search”, yang bisa 

memakan waktu dan biaya, karena untuk tittle searchdiperlukan bantuan ahli.  

Oleh karena kesulitan tersebut, Robert Richard Torrens menciptakan 

sistem baru yang lebih sederhana dan memungkinkan orang memperoleh 

keterangan dengan cara yang mudah, tanpa harus mengadakan title searchpada 

akta-akta yang ada. Sistem pendaftaran ini disebut “registration of titles”, yang 

kemudian dikenal dengan sistem Torrens.  

b.Sistem pendaftaran hak (registration of titles).  

Dalam sistem pendaftaran hak setiap penciptaan hak baru dan perbuatan-

perbuatan hukum yang menimbulkan perubahan kemudian, juga harus dibuktikan 

dengan suatu akta. Tetapi dalam penyelenggaraan pendaftarannya, bukan aktanya 

yang didaftar melainkan haknya yang diciptakan dan perubahan-perubahannya 

yang terjadi tersebut disediakan suatu daftar isian yang disebut register atau buku 

tanah (menurutPasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961). 

Akta pemberian hak berfungsi sebagai sumber data yuridis untuk 

mendaftar hak yang diberikan dalam buku tanah. Demikian juga akta pemindahan 

dan pembebanan hak berfungsi sebagai sumber data untuk mendaftar perubahan-
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perubahan pada haknya dalam buku tanah dan pencatatan perubahan, kemudian 

oleh pejabat pendaftaran tanah (PPT) dilakukan pengujian kebenaran data yang 

dimuat dalam akta yang bersangkutan, sehingga ia harus bersikap aktif. Sebagai 

tanda bukti hak, maka diterbitkan sertifikat, yang merupakan salinan register, 

yang terdiri dari salinan buku tanah dan surat ukur dijilid menjadi satu dalam 

sampul dokumen.  

Dalam sistem ini, buku tanah tersebut disimpan di kantor pejabat 

pendaftaran tanah (PPT) dan terbuka untuk umum. Oleh karena itu orang dapat 

mempercayai kebenaran data yang disajikan tersebut, tergantung dari sistem 

publikasi yang digunakan dalam penyelenggaraan pendaftaran tanah oleh tanah 

negara yang bersangkutan.  

f) Sistem Publikasi Dalam Pendaftaran Tanah 

Pada dasarnya dikenal 2 (dua) sistem publikasi dalam pendaftaran tanah 

yaitu:  

a. Sistem Publikasi Positif  

Sistem publikasi positif selalu menggunakan sistem pendaftaran hak. 

Maka mesti ada register atau buku tanah sebagai bentuk penyimpanan dan 

penyajian data yuridis dan sertipikat hak sebagai bentuk penyimpanan dan 

penyajian data yuridis dan sertipikat hak sebagai tanda bkti hak. Pendaftaran atau 

pencatatan nama seseorang dalam register sebagai pemegang haklah yang 

membikin orang menjadi pemegang hak atas tanah yang bersangkutan, bukan 

perbuatan hukum pemindahan hak yang dilakukan. (Ttitle by registration, the 

register is everything”).  
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Pernyataan tersebut merupakan dasar falsafah yang melandasi sistem 

Torrens, yang mana dengan menggunakan sistem publikasi positif ini negara 

menjamin kebenaran data yang disajikan. Orang boleh mempercayai penuh data 

yang disajikan dalam register. Orang yang akan membeli tanah atau kreditor yang 

akan menerima tanah sebagai agunan kredit yang akan diberikan tidak perlu ragu-

ragu mengadakan perbuatan hukum dengan pihak yang namanya terdaftar dalam 

register sebagai pemegang hak.  

Menurut sistem ini, orang yang namanya terdaftar sebagai pemegang hak 

dalam register, memperoleh apa yang disebut indifisible title ( hak yang tidak 

dapat diganggu gugat), meskipun kemudian terbukti bahwa yang terdaftar sebagai 

pemegang hak tersebut bukan pemegang hak yang sebenarnya.  

b. Sistem Publikasi Negatif  

Dalam sistem publikasi negatif, bukan pendaftaran tetapi sahnya perbuatan 

hukum yang dilakukan yang menentukan berpindahnya hak kepada pembeli. 

Pendaftaran hak tidak membikin orang yang memperoleh tanah dari pihak yang 

tidak berhak, menjadi pemegang haknya yang baru.  

Dalam sistem ini berlaku asas yang dikenal sebbagai nemo plus juris yaitu 

suatu asas yang menyatakan orang tidak dapat menyerahkan atau memindahkan 

hak melebihi apa yang dia sendiri punyai. Maka, data yang disajikan dalam 

pendaftaran dengan sistem publikasi negatif tidak boleh begitu saja dipercaya 

kebenarannya. Negara tidak menjamin kebenaran data yang disajikan karena 

sertipikat sebagai alat bukti yang kuat yang artinya masih dimungkinkan adanya 

perubahan kalau terjadi kekeliruan. Biarpun sudah melakukan pendaftaran, 
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pembeli selalu masih menghadapi kemungkinan gugatan dari orang yang dapat 

membuktikan bahwa dialah pemegang hak sebenarnya.  

Sistem publikasi yang dianut oleh Undang-Undang Pokok Agraria Dan 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 adalah sistem publikasi negatif yang 

mengandung unsur positif. Sistemnya bukan negatif murni, karena dinyatakan 

dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c, bahwa pendaftaran menghasilkan surat-surat 

tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat dan dalam Pasal 

23, 32 dan 38 Undang-Undang Pokok Agraria disebutkan bahwa pendaftaran 

berbagai peristiwa hukum merupakan alat pembuktian yang kuat. Selain itu dari 

ketentuan-ketentuan mengenai prosedur pengumpulan, pengolahan, penyimpanan 

dan penyajian data fisik dan data yuridis serta penerbitan sertipikat dalam 

peraturan pemerintah ini, tampak jelas bahwa usaha untuk sejauh mungkin 

memperoleh dan menyajikan data yang benar, karena pendaftaran tanah adalah 

untuk menjamin kepastian hukum. Artinya selama tidak dapat dibuktikan 

sebaliknya, maka data yang disajikan dalam buku tanah dan peta pendaftaran 

harus diterima sebagai data yang benar, demikian juga yang terdapat dalam 

sertipikat hak. Jadi data tersebut sebagai alat bukti yang kuat.  

Namun demikian sistem publikasinya juga bukan positif, seperti yang 

tercantum dalam penjelasan Umum C/7 Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 

1961 “ pembukuan sesuatu hak dalam daftar buku tanah atas nama seseorang 

tidak mengakibatkan, bahwa orang yang sebenarnya berhak atas tanah itu, akan 

kehilangan haknya, orang tersebut masih dapatmenggugat hak dari orang yang 

terdaftar dalam buku tanah sebagai orang yang berhak. Jadi cara pendaftaran yang 

diatur dalam peraturan ini tidaklah positif, tetapi negatif”.  
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Meskipun sebagai alat bukti yang kuat, namun pihak yang namanya 

tercantum sebagai pemegang hak dalam buku tanah dan sertifikat selalu 

menghadapi kemungkinan gugatan dari pihak lain yang merasa mempunyai tanah 

tersebut. Umumnya kelemahan tersebut diatasi dengan menggunakan lembaga 

“acquisitieve verjaring atau adverse possession”adalah lampaunya waktu sebagai 

sarana untuk memperoleh hak atas tanah. Hukum tanah kita yang memakai dasar 

hukum adat terdapat lembaga yang dapat digunakan untuk mengatasi kelemahan 

sistem publikasi negatif dalam pendaftaran tanah, yaitu lembaga“kedaluarsa” 

(rechtsverweerking)adalah lampaunya waktu yang menyebabkan orang menjadi 

kehilangan haknya atas tanah yang semula dimilikinya.10 

Dalam hukum adat jika seseorang selama sekian waktu membiarkan 

tanahnya tidak dikerjakan, kemudian tanah tersebut dikerjakan orang lain yang 

memperolehnya dengan itikad baik, maka hilanglah haknya untuk menuntut 

kembali tanah tersebut.  

Dari hal di atas, dapat ditarik kesimpulan, bahwa penggunaan sistem 

pendaftaran hak tidak selalu menunjukkan sistem publikasi yang positif. 

Sebaliknya sistem publikasi positif selalu memerlukan sistem pendaftaran hak 

pejabat pendaftaran tanah (PPT) mengadakan pengukuran kebenaran data sebelum 

membuat buku tanah serta melakukan pengukuran dan pembuatan peta.  

g) Pelaksanaan Pendaftaran Tanah 

Pelaksanaan pendaftaran tanah diatur dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 

56 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Berdasarkan Pasal-Pasal tersebut 

pelaksanaan pendaftaran tanah meliputi :  

                                                          
10Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, (Jakarta; Djambatan, 2005), hal 325. 
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a. Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali (initial registration)  

Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali (initial registration) yaitu 

kegiatan pendaftaran tanah yang dilakukan terhadap obyek pendaftaran tanah 

yang belum didaftar berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 

Dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Pendaftaran tanah untuk 

pertama kali dilaksanakan melalui pendaftaran tanah secara sistematik dan 

pendaftaran tanah secara sporadik.  

Pendaftaran tanah secara sistematik adalah kegiatan pendaftaran tanah 

untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua obyek 

pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam wilayah atau bagian wilayah 

desa/kelurahan. Pendaftaran tanah secara sistematik diselenggarakan akan perkara 

pemerintah berdasarkan pada suatu rencana jangka penjang dan tahunan serta 

dilaksanakan di wilayah-wilayah yang ditetapkan oleh Menteri Negara 

Agraria/Kepala Badan Pertanahan nasional. Dalam hal ini suatu desa/kelurahan 

belum ditetapkan sebagai suatu wilayah pendaftaran tanah secara sistematik, maka 

pendaftarannya dilaksanakan melalui pendaftaran tanah secara sporadik.  

Sedangkan pendaftaran tanah secara sporadik merupakan kegiatan 

pendaftaran tanah untuk pertama kali mengenai satu atau beberapa obyek 

pendaftaran tanah dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan secara 

individual atau masal. Pendaftaran tanah secara sporadic dilaksanakan atas 

permintaan pihak yang berkepentingan yaitu pihak yang berhak atas obyek 

pendaftaran tanah yang bersangkutan atau kuasanya.11 

Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi :  

                                                          
11Ibid, hal 460-461 
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1) Pengumpulan dan pengolahan data fisik  

2) Pembuktian hak dan pembukuannya  

3) Penerbitan sertifikat  

4) Penyimpanan data fisik dan data yuridis  

5) Penyimpanan daftar umum dan dokumen  

b. Kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah (maintenance)  

Pemeliharaan data pendaftaran tanah adalah kegiatan pendaftaran tanah 

untuk menyesuaikan data fisik dan data yuridis dalam peta pendaftaran, daftar 

tanah, daftar nama, surat ukur, buku tanah dan sertipikat dengan perubahan-

perubahan yang terjadi kemudian. Perubahan tersebut seperti yang tercantum 

dalam Pasal 94 peraturan Menteri Agraria/kepala Badan Pertanahan Nasional 

Nomor 3 Tahun 1997 tentang ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah 

Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah yaitu : 12 

1) Pemeliharaan data pendaftarn tanah dilaksanakan dengan pendaftaran 

perubahan data fisik atau data yuridis obyek pendaftaran tanah yang telah didaftar 

dengan mencatatnya di dalam daftar umum sesuai dengan ketentuan di dalamm 

peraturan ini.  

2) Perubahan data yuridis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :  

a) Peralihan hak karena jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan 

dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya.  

b) Peralihan hak karena pewarisan.  

c) Peralihan hak karena penggabungan atau peleburan perseroan atau koperasi.  

d) Pembebanan hak tanggungan.  

                                                          
12Ibid, hal 460-461 
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e) Hapusnya hak atas tanah, hak pengelolaan, hak milik atas satuan rumah susun dan 

hak tanggungan.  

f) Pembagian hak bersama.  

g) Perubahan data pendaftaran tanah berdasarkan putusan pengadilan.  

h) Perubahan nama akibat pemegang hak yang ganti nama, perpanjanganjangka waktu 

hak atas tanah.  

3) Perubahan data fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :  

a) Pemecahan bidang tanah  

b) Pemisahan sebagian atau beberapa bagian dari bidang tanah  

c) Penggabungan dua atau lebih bidang tanah.  

ii. Tinjauan Umum Tentang Sengketa Pertanahan 

a) Pengertian Sengketa Pertanahan 

Sengketa pertanahan terdiri dari dua suku kata, yaitu sengketa dan 

pertanahan. Pengertian tanah telah dijelaskan pada subbab sebelumnya. 

Sedangkan sengketa sering dihubungkan dengan kata konflik.  

Pengertian sengketa adalah sesuatu yang menyebabkan perbedaan 

pendapat, pertengkaran, perbantahan; pertikaian, perselisihan; Perkara (dalam 

pengadilan). Sengketa biasanya bermula dari suatu situasi dimana ada pihak yang 

merasa dirugikan oleh pihak lain. Hal ini diawali oleh perasaan tidak puas yang 

bersifat subyektif dan tertutup yang dapat dialami oleh perorangan maupun 

kelompok. Perasaan tidak puas akan muncul ke permukaan apabila terjadi conflict 

of interest. Pihak yang merasa dirugikan akan menyampaikan ketidakpuasannya 

kepada pihak kedua. Apabila pihak kedua dapat menanggapi dan memuaskan 

pihak pertama, selesailah konflik tersebut. Tetapi apabila reaksi dari pihak kedua 
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menunjukkan perbedaan pendapat atau memiliki nilai yang berbeda, terjadilah apa 

yang dinamakan dengan sengketa.13 

Pengertian sengketa pertanahan termuat secara jelas dalam Pasal 1 Ayat 

(1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan PertanahanNasional Nomor 

1 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penanganan Sengketa Pertanahan, yang 

berbunyi:  

“sengketa pertanahan adalah perbedaan pendapat mengenai :  

a. Keabsahan suatu hak;  

b. Pemberian hak atas tanah;  

c. Pendaftaran hak atas tanah termasuk pemeliharaannya dan penerbitan tanda 

bukti haknya, antara pihak-pihak yang berkepentingan maupun dengan pihak-

pihak yang berkepentingan dengan instansi di lingkungan Badan Pertanahan 

Nasional.”  

Jadi, pada hakikatnya sengketa pertanahan (tanah) merupakan benturan 

kepentingan (conflict of interest) di bidang pertanahan antara siapa dengan siapa, 

sebagai contoh antara perorangan dengan perorangan, perorangan dengan badan 

hukum, badan hukum dengan badan hukum, dan lain sebagainya.14 

Kewenangan untuk melakukan koreksi terhadap suatu keputusan Tata 

Usaha Negara di bidang pertanahan (sertifikat/Surat Keputusan Pemberian Hak 

Atas Tanah), ada pada Kepala Badan Pertanahan Nasional. Kasus pertanahan 

dapat berupa permasatanah status tanah, masalah kepemilikan, masalah bukti-

bukti perolehan yang menjadi dasar pemberian hak dan sebagainya. Sengketa 

pertanahan dirumuskan dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala 
                                                          

13 Suyud Margono. ADR (Alternative Dispute Resolution) dan Arbitrase : Proses 
Pelembagaan dan Aspek Hukum. Ghalia Indonesia. Jakarta. 2004. Hal. 34.   

14 http://fiaji.blogspot.com/2007/09/penyelesaiansengketapertanahanfias.html.  
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Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 tahun 1999 tentang Tata Cara Penanganan 

Sengketa Pertanahan, selanjutnya disebut PMNA/KBPN 1/1999, yaitu :  

“Perbedaan pendapat antara pihak yang berkepentingan mengenai 

keabsahan suatu hak, pemberian hak atas tanah, pendaftaran hak atas tanah, 

termasuk peralihan dan penerbitan tanda bukti haknya serta pihakyang 

berkepentingan yang merasa mempunyai hubungan hukum dan pihak lain yang 

berkepentingan terpengaruh oleh status hukum tanah tersebut.” 

Menurut Sarjita, sengketa pertanahan adalah perselisihan yang terjadi 

antara dua pihak atau lebih yang merasa atau dirugikan pihak-pihak tersebut untuk 

penggunaan dan penguasaan hak atas tanahnya, yang diselesaikan melalui 

musyawarah atau melalui pengadilan. Sifat permasatanah dari suatu sengketa ada 

beberapa macam :15 

a. Masalah yang menyangkut prioritas untuk dapat ditetapkan sebagai pemegang 

hak yang sah atas tanah yang berstatus hak atas tanah yang belum ada haknya.  

b. Bantahan terhadap sesuatu alas hak/bukti perolehan yang digunakan sebagai 

dasar pemberian hak.  

c. Kekeliruan/kesatanah pemberian hak yang disebabkan penerapan peraturan 

yang kurang/tidak benar.  

d. Sengketa/masalah lain yang mengandung aspek-aspek sosial praktis (bersifat 

strategis).  

 Sengketa biasanya bermula dari suatu situasi dimana ada pihak yang 

merasa dirugikan oleh pihahk lain. Hal ini diawali oleh perasaan tidak puas yang 

bersifat subyektif dan tertututp yang dapat dialami oleh perorangan ataupun 

                                                          
15Ibid.   
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kelompok. Perasaan tidak puas akan muncul kepermukaan apabila terjadi conflict 

of interest. Pihak yang merasa dirugikan akan menyampaikan ketidakpuasannya 

kepada pihak kedua. Apabila pihak kedua dapat menanggapi dan memuaskan 

pihak pertama, selesailah konflik tersebut. Tetapi apabila reaksi dari pihak kedua 

menunjukkan perbedaan pendapat atau memiliki nilai yang berbeda, terjadilah apa 

yang dinamakan sengketa. 

b) Penyebab Terjadinya Sengketa Pertanahan 

 

Adapun pemicu terjadinya sengketa misalnya :16 

a. Kesalahpahaman;  

b. Perbedaan penafsiran;  

c. Ketidakjelasan pengaturan;  

d. Ketidakpuasan;  

e. Ketersinggungan;  

f. Kecurigaan;  

g. Tindakan yang tidak patut, curang, tidak jujur;  

h. Kesewenang-wenangan atau ketidakadilan;  

i. Keadaan yang tidak terduga.  

Menurut Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Pusat, setidaknya ada 

tiga hal utama yang menyebabkan terjadinya sengketa tanah :  

a. Persoalan administrasi sertifikasi tanah yang tidak jelas, akibatnya adalah ada 

tanah yang dimiliki oleh dua orang dengan memiliki sertifikat masing-masing.  

b. Distribusi kepemilikan tanah yang tidak merata. Ketidakseimbangan dalam 

distribusi kepemilikan tanah ini baik untuk tanah pertanian maupun bukan 

                                                          
16Indonesian Institute for Conflict Transformation. 2006. Hal.28.   
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pertanian telah menimbulkan ketimpangan baik secara ekonomi, politis maupun 

sosiologis. Dalam hal ini, masyarakat bawah, khususnya petani/penggarap tanah 

memikul beban paling berat. Ketimpangan distribusi tanah ini tidak terlepas dari 

kebijakan ekonomi yang cenderung kapitalistik dan liberalistik. Atas nama 

pembangunan tanah-tanah garapan petani atau tanah milik masyarakat adat 

diambil alih oleh para pemodal dengan harga murah.  

c. Legalitas kepemilikan tanah yang semata-mata didasarkan pada bukti formal 

(sertifikat), tanpa memperhatikan produktivitas tanah.  

Akibatnya, secara legal (de jure), boleh jadi banyak tanah bersertifikat 

dimiliki oleh perusahaan atau para pemodal besar, karena mereka telah 

membelinya dari para petani/pemilik tanah, tetapi tanah tersebut lama 

ditelantarkan begitu saja. Mungkin sebagian orang menganggap remeh dengan 

memandang sebelah mata persoalan sengketa tanah ini, padahal persoalan ini 

merupakan persoalan yang harus segera dicarikan solusinya, karena sengketa 

tanah sangat berpotensi terjadinya konflik antar ras, suku dan agama. Akibatnya 

harga diri harus dipertaruhkan.  

Menurut Saidin, bahwa pada catatan statistik pengadilan di Indonesia, 

kasus-kasus sengketa pertanahan di peradilan formal menempati urutan pertama 

bila dibandingkan dengan kasus-kasus lainnya. Masalah sengketa tanah tidak akan 

ada habisnya karena tanah mempunyai arti sangat penting bagi kehidupan 

manusia.17 Faktor penyebab dari konflik di bidang pertanahan antara lain adalah 

keterbatasan ketersediaan tanah, ketimpangan dalam struktur penguasaan tanah, 

ketiadaan persepsi yang sama antara sesama pengelola negara mengenai makna 

                                                          
17ibid 
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penguasaan tanah oleh negara, inkonsistensi, dan ketidaksinkronisasian antara 

undang-undang dengan kenyataan dilapang seperti terjadinya manipulasi pada 

masa lalu yang mengakibatkan pada era reformasi sekarang ini muncul kembali 

gugatan, dualisme kewenangan (pusat-daerah) tentang urusan pertanahan serta 

ketidakjelasan mengenai kedudukan hak ulayat dan masyarakat hukum adat dalam 

sistem perundang-undangan agraria. 

Menurut Rusmadi Murad, timbulnya sengketa hukum yang bermula dari 

pengaduan sesuatu pihak (orang atau badan) yang berisi keberatan-keberatan dan 

tuntutan hak atas tanah, baik terhadap status tanah, prioritas, maupun 

kepemilikannya dengan harapan dapat memperoleh penyelesaian secara 

administrasi sesuai dengan ketentuan. Faktor penyebab munculnya permasatanah 

tentang kasus sengketa tanah antara lain Harga tanah yang meningkat dengan 

cepat, kondisi masyarakat yang semakin sadar dan peduli akan kepentingan dan 

haknya, iklim keterbukaan yang digariskan pemerintah. 

Jadi dilihat dari substansinya, maka sengketa pertanahan meliputi pokok 

persoalan yang berkaitan dengan :  

a. Peruntukan dan/atau penggunaan serta penguasaan hak atas tanah.  

b. Keabsahan suatu hak atas tanah.  

c. Prosedur pemberian hak atas tanah.  

d. Pendaftaran hak atas tanah termasuk peralihan dan penerbitan tanda bukti 

haknya.18 

2.2 Kerangka Pemikiran 

 

                                                          
18 http://derryjie.blogspot.com/2013/11/makalah-sengketa-tanah_26.html.   
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Dalam hal kerangka pemikiran akan dikaitkan dengan judul skripsi ini 

yaitu Penerapan Pasal 1967 KUHPerdata Terhadap Penyelenggaraan Sengketa 

Tanah, yaitu membahas Tentang Daluwarsa, Pendaftaran Tanah dan Tentang 

Sengketa Pertanahan yang ada di Indonesia dalam upaya menggambarkan  

bagaimana penerpan pasal 1967 dalam penyelenggaraan sengketa tanah di 

Indonesia melalui Putusan No. 647/Pdt.G/2013?PN.Mdn. 

2.3 Hipotesis 

 

Hipotesa berasal dari kata “hypo” dan “thesis”, yang masing-masing 

berarti “sebelum” dan “dalil”. Jadi, inti hipotesa adalah suatu dalil yang di anggap 

belum menjadi dalil yang sesungguhnya, oleh karena masih di uji atau dibuktikan 

dalam penelitian yang akan  dilakukan kemudian. 

Jadi hipotesa dapat diartikan sebagai jawaban sementara yang harus diuji 

kebenarannya dalam pembahasan-pembahasan berikutnya, dengan demikian yang 

menjadi hipotesa penulis dalam skripsi ini adalah : 

1. Proses lepasnya seseorang untuk menguasai tanah yaitu dengan didasarkan 

kepada Pasal 1967 KUHPerdata dan diatur lagi oleh Peraturan Pemerintah No 24 

Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. 

2. Proses pembuktian hukum kadaluwarsa adalah dapat dibuktikan dengan aturan-

aturan pembuktian yang sudah diatur dan melalui beberapa teori pembuktian 

secara hokum positif yang telah di atur oleh Undang-Undang. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1.   Jenis, Sifat, Lokasi dan Waktu Penelitian 

 

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini yaitu penelitian normatif.  

Penelitian normatif yang dimaksud yaitu penelitian yang objek kajiannya meliputi  

norma atau  kaidah  dasar,  asas-asas  hukum,  peraturan perundang-undangan,  

perbandingan hukum, doktrin, serta yurisprudensi.1 

3.1.2.  Sifat Penelitian 

Sifat penelitian ini dianalisis secara kuwalitatif sehingga diperoleh 

gambaran yang jelas dengan pokok permasalahan. Dengan analisis kuwalitatif 

maka data yang diperoleh dari responden atau informasi menghasilkan data 

deskriptif analisis sehingga diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. 

3.1.3. Lokasi Penelitian 

Penelitian  ini  dilakukan di Pengadilan Negeri Medan yaiut dengan cara 

mengampil Putusan No. 647/Pdt.G/2013/PN.Mdn. 

3.1.4. Waktu Penelitian 

No. Kegiatan 
 Waktu/Bulan  

Oktober September 
1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Perencanaan Dan Penyusunan 
Proposal Skripsi √ 

       2. Seminar Proposal Skripsi 
  

√ 
     3. Perbaikan Proposal Skripsi 

    
√ 

   4. Penyusunan Skripsi 
     

√ √ √ 
                                                          

1Amiruddin & Zainal Asikin, 2004, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Raja 
Grafindo Persada), hal. 119 
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3.2  Teknik Pengumpulan Data 

Sebagai  penelitian  Ilmu  Hukum  dengan  empiris,  maka dalam  teknik  

pengumpulan  data  ada  beberapa  teknik  yaitu  studi dokumen, wawancara 

(interview). 

- Teknik studi dokumen 

Studi dokumen merupakan teknik awal yang digunakan dalam setiap penelitian,  

baik  penelitian  ilmu  hukum  dengan  aspek  empiris maupun  penelitian  ilmu  

hukum  dengan  aspek  normative,  karena meskipun aspeknya berbeda namun 

keduanya adalah penelitian ilmu hukum  yang  selalu  bertolak  dari  premis  

normative.  Studi  dokumen dilakukan  atas  bahan  –  bahan  hukum  yang  

relevan  dengan permasalahan penelitian. 

- Teknik Wawancara (interview) 

Wawancara,  merupakan  salah  satu  teknik  yang  sering  dan  paling lazim  di  

gunakan  dalam  penelitian  ilmu  hukum  dengan  aspek empiris. Dalam kegiatan 

ilmiah wawancara dilakukan bukan sekedar bertanya  pada  seseorang  melainkan  

dilakukan  dengan  pertanyaan–pertanyaan  yang  dirancang  untuk  memperoleh  

jawaban–jawaban yang  relevan  dengan  masalah  penelitian  kepada  responden  

maupun informan. 

3.3.1. Analisis Data 

Sifat  penelitian  ini  bersifat  emeperis,  maka  data  yang dikumpulkan 

adalah data kepustakaan  yang terdiri atas kata–kata yang tidak diolah menjadi 

angka–angka, karena data sukar di ukur dengan angka dan bersifat  monografis  

atau  berwujud  kasus–kasus sehingga tidak  dapat disusun  ke  dalam  struktur   
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klasifikasi,  hubungan  variabel tidak  jelas, sampel  lebih  bersifat  non  

probabilitas  dan  pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara. 

Penelitian ilmu hukum dengan aspek yuridis, akan dipergunakan teknik 

analisis data yang digunakan adalah teknik analisis deksriptif kualitatif.  Dalam 

model analisis  ini,  maka  keseluruhan  data yang terkumpul baik dari data primer 

maupun data skunder akan diolah dan  di  analisis  dengan  cara  menyusun  data 

secara sistematis,  di golongkan  dalam  pola  dan thema, di katagorisasikan  dan 

di klasifikasikan, dihubungkan antara satu data dengan data yang lain di lakukan 

interprestasi untuk memahami makna data dalam situasi sosial, dan   kemudian 

dilakukan penafsiran dari perspektif peneliti setelah memahami keseluruhan  

kualitas data. Proses analisis tersebut dilakukan secara  terus  menerus  sejak  

pencarian data di lapangan dan berlanjut terus  hingga  pada  tahap  analisis.  

Setelah di lakukan analisis secara kualitatif kemudian data akan di sajikan secara 

dekstriptif kualitatif dan sistematis.  

Analisis  data  dilakukan  dengan  teknik  deskripsi  yaitu penggunaan  

uraian apa adanya terhadap suatu situasi dan kondisi tertentu, teknik  interprestasi  

yaitu penggunaan penafsiran dalam ilmu hukum dalam hal ini penafsiran 

berdasarkan peraturan, teknik evaluasi yaitu penilaian secara komprehensif   

terhadap  rumusan  norma  yang diteliti,  dan  teknik  argumentasi  yaitu  terkait  

dengan  teknik evaluasi merupakan penilaian yang harus didasarkan pada opini 

hukum. 
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